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TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENAMBAHAN KOMPET
UNTUK SEKOLAH MENENGAH HEJURUAN (SMK)

ENSI HEAHLLIAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

welengparaan pendidilcan pada semua jalur,

bahwa pengeloloan dan per
diselenggaralian oleh Pamerintah

jenjang dan fenis pendidlcan dapat
Pemerintah Deerah dan Masyarakat
bahwa setiap pendinan pendidikan sebagaimone yang ditetnpkan
Anlarm  Peraruran Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolann dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memill [jin
Pendirian dari Pemerintah;

hahwa untule melalaanalkan sebagoima
b, perlu ditetapkan dengan suatl Kepulusan

na dimalesud poda huraf a dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republile

Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Deerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesin

Nomor S587);

3. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan can
Penyelenggaraan Pendidican Wajib Memilild Izin Pendirian dan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor
723 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105},

4, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedun
atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43,

5, Peraturin Menterd dan Pendidikan - dan Kebudayaan Republile
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengiah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsl Sumatera Utara Nornor 32);

B

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Uszara
(Berita Daerah Provinsl Sumatera Utara Tahun 2016 Nomer 39);

8. Peraturan Qubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Meodal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

P.'_-:'u';;:".s. Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
1 2017 Nomor 66)
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SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK]

KESATU Memberikan Perpanjangan lzsin Operasional dan Penambahan Kompetensi
Keahlian untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

] i tedaamen Pimpinan Daerah
o i : }.::lt::;mzﬁu::nh la.buhnnbitu Utara
SMK Swasta Muhammadiyah 3
Kualuh Hula
JI. KH. Ahmad Dahlan Ne. 16,
Kel. Aelkanopan, Kec. Kualuh Hulu,
Kab. Labuhanbatu Utara

4. Bidang Studi Keahlian . 1, Bisnia dan Manajemen

2. Nama Sekolah

Alamat

Ll

2. Teknclogi Informasi dan Komunikasi
4. Teknologl dan Relayasa
5. Program Studi Keahlian 1. Akuntansi dan Keuangan
2. Teknik Komputer dan Informatika
3, Telnik Otomotd]
6. Kompetensi Keahlian 1. Aleuntansi dan Keuangan _:..crnbngn
2. Telatik, Komputer dan Jaringan
3/ Teknik Kendiraan Ringan Otomoti{
KEDUA Perpanjangan. [#in Cperasional dan, Penambahan-Kompetensi Keahlian
sebagaimans /dimaksud pada - diktum KESATU  merupakan legalitas
Operasional Sekaolah,
KETIGA . Sekdlah wajibmemenuhi-ketentuan acbagal berilout:
1. Memelinhrd Moy pendidikan sesudl) dengan ketentuan lurkulum
vang Berlakl;

5, ‘Mematihildtentuan dan peraturan: parundadg-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan| dan lapdran tengah tahunan ke
Dinas Pdféidikhn) Provindl Sumnatera Utara; -

4, Surat | Kebatuspn ini tdak boleh | dialihkan kepada Yayasan/
Perigelenggara Sekolah atau Badan Swastallain,

KEEMPAT Keputusan ind berlalou selamn 8 (llma) tabun dan dapat diperpanjang kembali
dengan mengajultan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirmya masa berlaku isin ini dan/atay dapat dicabut sewaktu-wikty

apabila tdak memenuhi ketentuan butir | sampal dengan 4 pada dilum
KETIGA

ELIMA Kepurusan ini berlalcy sejak tanggal ditetaplean dengar ketentuan apabila
T has  terdapal kekeliruan didalamnya akan dilakcukas
perbaikan sebagaimana mestinya
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